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Abstrak
 

Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam memberikan jawaban atas permintaan dari aparat penegak

hukum seharusnya menggunakan parameter aspek hukum pidana formil dan materiil secara seimbang.

Namun, pada Permenkumham Nomor 17/2021 tentang tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dan

Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur aspek hukum materiil yang bersumber dari hukum pidana

materiil. Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 PK/PID/2021 yang merupakan wujud bahwa MKN telah

memberikan persetujuan untuk seorang notaris untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya notaris dalam

putusan tersebut diputuskan tidak terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan salah satu

fungsi MKN sebagai pintu perlindungan hukum agar notaris tidak semena-mena untuk dipidanakan. Oleh

karena itu, adapun permasalahan mengenai bagaimana parameter MKN memberikan jawaban atas

permintaan dari aparat penegak hukum dan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan oleh

MKN apabila notaris dikaitkan dengan suatu perkara pidana. Guna menjawab permasalahan tersebut,

penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan melakukan kajian objek hukum berupa

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Data yang digunakan merupakan data sekunder

yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dalam penelitian ini. Kemudian,

tipologi penelitian tesis bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian ini adalah parameter dalam aspek hukum

formil merupakan aspek prosedural yang harus dilakukan, kemudian aspek materiil diatur pada

Permenkumham Nomor 17/2021 dan akibat belum diaturnya apsek pidana materiil, dapat dilakukan dengan

pencocokan pada pasal yang didakwakan kepada notaris. Mengenai perlindungan hukum yang dapat

dilakukan oleh MKN berbentuk pembinaan dan memberikan persetujuan kepada jawaban atas permintaan

untuk memeriksa notaris dan/atau akta-aktanya. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan merupakan

untuk mengatur aspek pidana materiil pada peraturan jabatan notaris supaya dapat melakukan membantu

pelaksanaan tugas dan fungsi MKN. Kemudian, perlindungan hukum maksimal dapat dilakukan oleh MKN

yang dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan INI untuk mendampingi notaris pada saat

pemeriksaan pada proses peradilan pidana.

......The Notary Honorary Council (MKN) in providing answers upon request from law apparatus enforcers

should have based on formal and material criminal aspects in a balanced manner. However, the Minister of

Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 regarding the implementation of Notary Honorary

Council and Notary Position Law has not regulated material criminal aspects. The Supreme Court Decision

Number 41 PK/PID/2021 is one of the evidences that the Notary Honorary Council has decided to grant

permission to investigate the notary, while the final court decision verdict that the notary was not proven

guilty of committing the crime. This matter does not appropriately correspond with one of the Notary
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Honorary Council's functions which was supposed to act as a legal protection to prevent arbitrary

criminalization of notaries. Therefore, the issue regarding how the Notary Honorary Council parameters in

providing the decision to answer upon the request from the law apparatus enforcers and how the Notary

Honorary Council carries out legal protection if a notary was accused of doing criminal conduct. To answer

these problems, this study uses a doctrinal research methodology by conducting studies from legal objects in

the form of statutory regulations and a court decision. The data used is secondary data in the form of

primary, secondary, and tertiary legal materials that are relevant in this study. Then, the typology of this

thesis research is explanatory. The results of this study are firstly, the parameters in formal legal aspect is a

form of procedural law that must be carried out, then secondly, the material legal aspect are regulated in the

Minister of Law dan Human Rights Regulation Number 17/2021 and while it hasn't enforce the material

criminal aspect, the classification of the parameters can be done by matching the articles that are charged to

the notary. Meanwhile, the legal protection that should be done by the Notary Honorary Council can be

carried out with giving guidance and giving approval to answer the request from law apparatus enforcers to

investigate notary and/or their deeds. Therefore, the advice that can be given is to regulate material criminal

aspects in Notary Position Law to improve their role and functions. Secondly, the Notary Honorary Council

can provide legal protection by coordinating with Notary Organization (INI) to establish a division which

one of the duties is to accompany a notary during judicial examination.


